INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES Volume I, Number 3, 1924

¢

HISTORY, POLITICAL IMAGES AND CULTURAL ENCOUNTER
The Dutch in the Indonesian Archipelago
Taufik Abdullah

BETWEEN MOSQUE AND MARKET
The Muslim Community in Quiapo, Metro Manila
Kuntowijoyo

HAMKA (1908-1981) AND THE INTEGRATION OF THE ISLAMIC
UMMAHOF INDONESIA
Karel Steenbrink

ISSN 0215-0492



STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies
Volume |, No. 3, 1994

EDITORIAL BOARD:

Harun Nasution

Mastubu

M. Quraish Shibab

A. Aziz Dablan

M. Satria Effendi

Nabilah Lubis

M. Yunan Yusuf

Komaruddin Hidayat

Dien Syamsuddin

Muslim Nasution

Wabib Mu " thi
EDITOR IN CHIEF:

Azyumardi Azra
EDITORS:

Saiful Muzani

Hendro Prasetyo

Joban H. Meuleman

Nurul Fajri

Badri Yatim
ASSISTANTS TO THE EDITOR:

Arif Subban

Muchlis Ainurrafik
ENGLISH LANGUAGE ADVISOR:

Judith M. Dent
ARABIC LANGUAGE ADVISOR:

Salabuddin An Nadwi
COVER DESIGNER:

S. Pringka

STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492) is a journal published quarterly by the Institut Agama Islam Negeri
(IAIN, The State Institute for Islamic Studies) Syarif Hidayatullah, Jakarta, (STT DEPPEN No. 129/SK/
DITJEN/PPG/STT/1976) and sponsored by the Department of Religious Affairs of the Republic

of Indonesia. It specializes in Indonesian Islamic studies, and is intended to communicate original
researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars
of related disciplines.

All articles published do not necessarily represent the views of the journal, or other institutions to
which it is affiliated. They are solely the views of the authors.



The Devaluativn of Aliran Poluics 177

R Current Issue

The Devaluation of Aliran Politics
Views from the Third Congress of the PPP

Abstraksi: Banyak pendapat yang mengatakan babwa muktamar Paria
Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru lalu punya arti strategis
tersendivi barena basilvya akan menentukan pemilu 1997 dan kemudian
Sidang Umum MPR 1998. Pada Sidang Umum inilah menurut banyak
kalangan akan berlangsung suksesi nasional, termasuk di dalamnya
pergantian pemimpin negara, presiden Republik Indonesia, Maka banyak
kelompok berkepentingan dengan muktamar PPP yang ketiga ini: siapa
yang memimpin kendali partai ini ia akan ikut berperan pada saat suksesi
yang penting tersebut.

Bagaimana kelompok-kelompok kepentingan memperebutkan kepe-
mimpinan PPP tidak bisa dilepaskan dari konteks makro tersebut. Namun
demikian banyak penganmat yang mendefinisikan PPP sehagai wujud dari
politik Islam atau politik santri, salah satn dari politik aliran yang dikenal
selama ini. Sebagai suatu politik alivan santri atan Islam PPP dipandang
sebagai kelompok politik yang didasarkan atas nilai-nilai Ilam yang
dianutnya. Jika benay kultur santri atau Islam sebagai fakror pembentuk
(konstitutif) partai ini, mengapa konflik internal tevus-menerus berlang-
sung? Bukankab mereka berada dalam satu sistem nilai yang sama?

Pengannt kerangka politik aliran melibat babwa di dalam PPP
setidaknya tevwakili dua sistem nilai Klam yang berbeda: modernis dan
konservatif. Yang pertama diwakili terutama oleh Muslimin Indonesia
(MI) dan yang kedua oleh Nabdiatul Ulama (NU). Konflik intern yang
berlangsung dalam tubub PPP sekarang ini merupakan vefleksi dari belum
tuntasnya fusi antara dua sistem nilai santri ini.

Tapi apakab betul konflik di dalam PPP itu sebagai refleksi dari
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178 Curvent Fsue

antara kednanya tidak bisa berkomproms atau berkoalisi? Lebih jaub dari
itu apakah masib tepat memabami PPP sehagai wujud davi salah satu
alivan politik yang selama ini dikenal, yakni politik aliran saniri atan
Fslam?

Dari pengarnatan terbatas atas muktamar PPPyang lalu seperti dimuat
di media massa dan juga davi diskusi-diskusi dengan para politisi PPP
terlihat adanya devaluasi politik aliran santri pada paviai ini, yakni
menurunmnya semangat kesantyian sebagai sistem nilai yang kbas parta;
int, yang membedakannya secara kultural dari Golongan Karya (Golkar)
ataupun Partar Demokrasi Indonesia (PDI), Tidak terlibat munculnya
ide-ide yang kbas santri yang dikonfrontasikan dengan ide-ide yang khas
dart Golkar ataupun PDI. Malah sebaliknya semua kelompok kepen tingan
atau faksi-faksi yang terbentuk menjelang muktamar bertomba-lomba
mendapat pengakuan dan dukungan dari pemerintah, yang —kalan
menggunakan kerangka politik alivan— justeru lawan politiknya; yang
muncul ke permukaan adalab perlombaan antar faksi, bukan sekedar
antar unsiuy, untuk mendapatkan dukungan pemerintah. Faksi Rembang
dan Faksi Jombang, keduanya davi unsur NU, sama-sama bersaing untuk
mendapatkan pengesahan dari presiden, walaupun keduanya gagal
bertemiu presiden. Menwrut satu penafsivan, pibak suprastruktur lebib
menghendaki faksi Metareun (Buya Ismail Fasan Metarenm). Dukungan
suprastrukiur atas Metareum rerlibat jelas ketiba ABRI lewat penevangan
ABRImengunggulkan Metarewm untsk terus menduduki kepeninipinan
PPP. Maka yang berlangsung adalab kolaborasi antara suprastrubtar dan
satu faksi di dalam PPP. Ini yang paling menentukan kemenangan
Metaiesm, dan jelas tak bisa difabami dengan kerangka politik alivan.

Tidak terlibat konflik-konflik intern yang discbabkan oleh perbedaan
nilai-nilai antara mereka, misalnya antava unsur MI dan NU. Warna
unsur memanyg masib tevlibat, tapi tidak banyak mencerminkan nilai-
milai yang mereka anut, melainkan lebih sebagai aviikulasi kepentingan
mereka masing-masing untuk merebut kepemimpinan PPP. Maka
berlangsung koalisi-koalist lintas unsur antara faksi-faksi atan kelompok-
kelompok kepentingan, dan kadang-kadang liniasan itn tak tevbayanghan,
misalnya ketika faks: Jalil (Matori Abdul Jalil) bersedia berkoalisi dengan
Naro yang dikenal sebagai tokoh PPP yang justers pernah menggusur
banyak politiss NU davi PPP, Koalisi lintas unsur juga ditempub Jaksi
Metarenm dengan faksi NU lain yang tentu saja dipandang lebib
akomodatif. Namun Metarenm juga tidak ragu-ragu meninggalkan
rekannya di MI yang dikenal sebagai Kelompok Delapan ketika mereka
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The Devalnation of Alivan Politics 179

dipandang tidak mendukung kepentingannys untuk tetap dudnk sebagai
ketua wrmmum PPP.

Pada perpolitikan yang sangat praktis seperti muktamar PPP tersebut
alivan dan unsur tidak begitn tevlibat; yang revlthat nyata adalah
bagaimana merchut kursi kepemimpinan PPP. Berpolitik uniuk
menperuangkan nilai-nilai seperti yang dianut dalam alivan mereka
mengalami kemerosotan. Devalusi politik alivan berlangsung; yang nyata
adalab berpolitik untuk kekuasaan, dan nilai-nilai itupun ditundukkan
pada kekuasaan tersebut. Tidak mengherankan kemudian di antara faksi
vang kalah menyatakan keluar dari PPP dan ingin bergabung dengan
PDI, pavtai yang berada pada alivan yang lain.

Devaluasi alivan politik pada PPP ini berlangsang secara intensif
terutama karena kebijakan pemerintah yvang mensyarvatkan setiap partai
politik havus berideologi Pancasila sebingga secara tdeologts partai-partai
politik yang ada sama. Di samping itu juga kebifakan pemerintah yang
meletakkan partat-partai politik berada di bawah “pembinaan”
pemerintah, kavena itu kontrol atas pariai-partai politik lebib
dimungkinkan.

Pada tingkat masyarakat yang lebib luas, devaluasi politik alivan
berlangsung lewat pembangunan yang digerakkan negara, terutama lewat
pendidikan. Pevbedzan-perbedaan alivan tevkikis secara perlaban namun
pasti. Islam badir tidak lagi dalam politik alivan tapi lebih pada sistem
nilai sosial dan budaya yang dapar menjanghkan sasavan yang lebib luas,
menembus sekat-sekat semacam partar politik, Generasi baru Islam
tumbuh dengan relatif bebas dari konflik alivan ini. Mereka menjadi
generasiyang lebib kosmapolit dan rasional, dan karena itu piliban-piliban
politik meveka juga lebih rasional. Protes kelompok yang menamakan
dirinya FKGMNU atas keterlibatan kyai di PPP mencerminkan generasi
ini, dan diperkivakan sangat luas dan akan terus melnas seirama dengan
pembangunan. Generast ini tidak bisa lagi dimobilisasi oleh pemimpin-
pemimpin politik yang mengandalkan bubungan emosional, seperti dicoba
ditunjukkan oleh kyai kelompok Rembang. Massa kyai atau "ulama kinz
sedang berubah. Hubungan emosional mereka dengan kyai sudab
menurun, Maka klaim kyai babwa mercka bevbasis massa tidak lagi
menartk suprastruktur politik untuk menanggapinya. Kyai sebagas
pemimpin politik —mampu memobilisasi massa untuk tujnan kekuasaan
tertentu— sedang dalam krists. Putera-puteri umat Islam sekarang sudab
dapat masuk PPP, PDI ataupun Golkar tanpa mevasa ada bambatan
berarti secara kultural,
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in 1994 was the third congress of the Pariai Persatuan Pembangu-

nan (PPP) or the Muslim-oriented United Development Party.
This congress, held August 29 to September 2, was not only impor-
tant to the PPP irself bur also to a short-term national political target,
the 1997 general election through which the members of the People’s
Representative Council (DPR) will be elected. It is they, along with
other members of the People’s Consultative Assembly (MPR), who
will determine the national political succession as it is assumed that
the presidential substitution will take place at the 1998 General As-
sembly,

The national succession has become a crucial issue recently, be-
cause President Suharto is considered too old to run for the next presi-
dential election. He will have to retire, It is the DPR/MPR members,
including those [rom the PPP, who will decide who will replace him.
The PPP will be important then. That is why many political and in-
terest groups competed each other to seize the top spot of the PPP.
The government, for the sake of preserving the status quo, will surely
not let the position of the PPP chairman be taken over by a radical,
critical or outspoken hgure.

Historically and ideologically PPP is an Islam-based political party,
and came into being from the 1973 fusion of four Islamic political
parties: Nabdlatul Ulama (NU), Partai Mustimin Indonesia (Parmusi,
then known as the Musltmin Indonesia or MI), Partai Syartkat Islam
Indonesia (PSL, then known as the Syarikai Islarn or 51) and Pergurnan
Tarbiyah Islamiak (Perti).

It is understandable therefore if many Muslims still view PPP as
an Islamic political party, even although its ideology has been for-
mally changed by Pancasila (the Five Principles) since the New Order
government’s policy on socio-political organizations (ersospol) in 1975.
This policy had the Pancasila accepred as the ideology or principle of
every socio-political organization (orsospol), including political parties.

The fusion of the four Islamic political parties to become PPP was
based on the affinity of their ideclogical or value orienwation, or more
commonly known in Indonesian political discourse as an aliran: Is-
lam.!

The concept of the afiran has become popular in Indonesian po-
litical discourse since Geertz” used it to denote three groups of sys-
tems of meaning, or vertical structures of identity and organization:

O ne of the most remarkable political phenomenon in Indenesia

Studiz Ilamika, Vol 1, No. 3, 1894
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priyayi, abangan and santri. They are viewed as primary factors in
generating social identity and action in post-colonial Indonesia. The
first two are Javanese: priyayi is an ideology oriented towards Hindu-
Buddhist and Javanese mystical world views, and abangan is the more
popular syncretic ideology of the peasantry, influenced by Javanese
animism. The third aliran, santri, is a pious Islamic world view shared
by both Javanese and outer Island societies. The concept of aliran has
been associated with social and political characteristics: priyayi with
the officials of the modern state bureaucracy and the PNI (Partai Na-
tional Indonesia, or Indonesian National Party); abangan with the
peasant masses and the PKT (Partai Komunis Indonesia, or the Indone-
stan Communist Party); and santri with indigenous merchants, land-
owners and the two political parties: the Masjumi and the NU.?

The problem is whether Islam as an aliran is really effective in
uniting all elements, factions or interest groups within the PPP. Based
on their studies, especially on the PPP in the late 70°s and early 80,
Ali and Saimima conclude that, as the aliran party the PPP has been
fading away.*

It needs more serious research to verify whether Islam or santri, as
an aliran really constitutes the PPP. Observing the third congress of
the party may contribute to that research.

Contlicts and Elemental Coalitions

The congress seemed to be very much colored by internal con-
flicts, particularly within the two biggest elements of the party: the
MI and the NU. However the conflicts were in fact not limited to
between the elements but also among factions within each element.
Both the MT and the NU had broken into at least three factions re-
spectively: the Ml into the factions of Metareum, the four and Naro:;
and the NU into factions of Rembang, Tebuireng and Cipete.

1. Muslimin Indonesia (MI)

Muslimin Indonesia (MI) historically came into being from Parmusi,
and it is now under the leadership of J. Naro. However, since the
second congress of the PPP when he was not re-elected to the top spot
of the party, his dominance in the Party has been overtaken by those
who are recognized as the Kelompok Delapan (the “Team of Eight”):

Studia Ifaratka, Vol 1, No. 3, 1994
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Tsmail Hasan Metareum, Aisyah Amini, Hartono Mardjono, Cholil
Badawi, Husnie Thamrin, Mohammad Solaiman, Yusuf Syakir and
Faisal Basyir. Furthermore Metareum had been elected as the PPP’s
chairman, replacing Naro.

The replacement of the PPP’s chairman has opened an internal
conflict in the MI: Naro’s faction versus the Kelompok Delapan. This
became a sharp conflict between the two when they paid their re-
spects ta the third congress of the PPP. As will be presented later,
Naro’s faction has tried hard to recover the chairmanship of the PPP.

a. The Kelompok Delapan (Team of Cight) and the Faction of Four

The internal conflicts within the MI element of the PPP become
mote acute when the Kelompok Delapan broke into at least three
further groups: Metareum’s faction (Aisyah Amini and Metareum him-
self), the Kelompok Empat or the Team of Four (Hartono Mardjeno,
Husnie Thamrin, Cholil Badawi and Muhammad Solaiman) and a
“peutral faction” (Yusuf Syakir and Faisal Basyir).

Metareum’s faction championed Metareum himself to run for the
election of chairman of the PPP’s. The Kelompok Empat, conversely,
objected to nominating Metareum because, in their rhetoric, he was
viewed as unsuccessful during his period of the PPP leadership (1989-
94). As an alternative they appointed Cholil Badawi to run for the
election. In the meantime, the neutral faction kept silent as to whether
they supported Metareum or Badawi.

The conflict within the Kelompok Delapan was headed —before
the Kelompok Empat was crystallized— by Hartono Mardjono who
claimed that Metareum was unsuccessful in keeping the vision of PPP.
However, he did not gain any support from his team and was practi-
cally alone.”

Seeing the friction, a meeting among the Kelompok Delapan was
proposed in order to eliminate more conflict and to keep the ream
harmonious and united. At this meeting —held in Bogor on July 14
1994— all the eighters, excluding Mardjone, agreed to nomuinate
Metareum for the election with some concessions: 1f Metareum was
re-elected as the chairman of the PPP, he would have to recruit Cholil
Badawi as 2 member of electoral board or formatter team elected in
the congress, to include Yusuf Syakir and Cholil Badawi in his suc-
cess team, and also to select Husnie Thamrin as a2 member of the

Studia felamiba, Vol 1, No. 3, 1994
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Party Fxecutive Board (Dewan Pelaksana Partai, DPP) of the PPP.

In the process, however, these concessions were hard to keep.
Metareum felt more secure with his solid success team which had been
established previously. He then stated thar the Kelompok Delapan
were not his main supporters.”

Thamrin —following Mardjono— wrote a lerter to “say goodbye”
to Metareum and he then nominated Badawi —one of the senior poli-
ticians of the MI in PPP— as PPP chairman.” Muhammad Soleiman
agreed with Thamrin so he then spread this letter 1o all Provineal
Execuuve Board (Dewan Pelaksana Wilayah, DPW) and all Munici-
pal Executive Board (Dewan Pelaksana Cabang, DPC) of the PPP.* It
was hoped that the letter would influence the election because they
are the majority of the voters.

In his rhetoric Cholil Badawi denied that he tried to challenge
Metareum.” However, when he was asked if lie was on Metareum’s
side, he would only say, “no comment on that matter. The chairman
of the PPP will be decided by the congress”.

As the congress drew near, it was reported thar the faction of four
preferred Badawi and Haz to the Metareum-Jalil duet for the posi-
tions of chairman and secretary general of the PPP. Haz and Jalil, as
will be presented later, are outstanding PPP politicians from the NU
element and have campaigned to run for the top spot of the party.

But outspoken Thamrin and Mardjono of the faction of four were
inhibited in their means to support Badawi to take the top spot of the
party. They were excluded by regulations of the congress thar state
that a participant of the congress who votes and is being vorted for
must be a functionary of Party’s Consultative Assembly (Majlis
Permusyawaratan Pariar, MPP), the Party’s Executive Board (Dewan
Pelaksana Partai or DPP), or a representative of a DPW or a DPC.
Unfortunately they were none of them. Therefore they were auto-
matically not allowed to be present at the critical moment, the con-
gress. Thamrin and Mardjono only observed the congress and tried ro
lobby the representatives from outside the arena.

b. Metarium’s Faction
While the faction of four of the Ml seemed not to be well-prepared

for the congress, Metareun’s faction, on the contrary, had prepared a
success team for him long before the congress started. The team con-
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sisted of the young generation of HMI ex-activist PPP politicians: Yusuf
Syakir (vice secretary general of PPP), Saleh Khalid (ex-chairman of
HMI), Sa’ad Syamlan (a legislator), Bachtiar Chamsah (chairman of
North Sumatra’s DPW), Ali Hardi Kiaidemals (a legislaror), Muhsin
Bafadal {an ex-member of the electoral board of the second congress
of the PPP) and Ali Marwan (chairman of South Sumatra’s DPW).*
This team was known to be very solid, and long belore the congress
they had consolidated voters at the DPW and the DPC levels.

Muffling his rivals’ political maneuvers from the NU element,
Metareum also felt it necessary to approach Jusuf Hasyim, a senior
politician of the NU who was also nominated by his faction to run
for the election as PPP chairman. A meering between the two politi-
cians was held, and many observers saw the possibility of a coalition
between them. Paving the way for the top spot of the PPP, one week
before the congress Metareum also met with Idham Chalid, another
senior politician of NU and ex-president of the PPP."

Metareum’s political moves were not only directed towards the
PPP politicians but also —this is even more important— towards the
government as the patron of all political parties, specifically the Armed
Forces (ABRT) and the Department of Home Affairs. So far Metareum
was known to have been close to government, and had led the party
as a good client of his patron.

His low profile, calm leadership and uneritical attitude towards
the government, made him acceptable. So it is not strange that the
Armed Forces, the real authority of New Order Indonesia, nominated
him as chairman of PPP in the congress, as implicitly stated by the
Armed Forces spokesman, Syarwan Hamid: “The leadership of
Metareum in the PPP has been a tested success. He is able 1o make
good communications with the Armed Forces and the government.
... the next leader of the PPP is the one who will be able to mediare
the superstructure [government] and the infrastructure [people]”.”

In Indonesian politics, the government and the Armed Forces
(ABRI) are recognized as the two determining factors. Without their
support or blessing, a person’s political carrier, including that of one
of the PPP’s top politicians, will not progress smoothly. Metareum
seems to be aware of these real polirics.

Metareum’s tricks were also much based on his interpreration of
the contemporary map of Indonesian politics, in particular of the na-
tional succession. He viewed his main rival to the top spot of the PPP,
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Mathori Abdul Jalil, his secretary general, as having made a coalition
with certain faction of the Armed Forces (ABRI) which was assumed
to be disloyal to President Suharto. The figurehead of this faction is
the Catholic retired General Beny Murdani. It has been reported that
he would have run for the presidential election and competed with
President Suharto. This political rumor became widespread after the
ambassador of the United States, John Munjo, was reported to have
had a meeting with some outstanding Muslim intellectuals: Nurcholish
Madjid, Sri Edi Swasono, Ismail Sunny and Muslimin Nasution. In
that meeting Munjo wondered if Murdani could be nominated to be
Indonesian President. Madjid gave a negative response saying that it
was impossible, Indonesian Muslims would not accept him. “But
Abdurrahman Wahid [chairman of the NU] accepts him”, Munjo ar-
gued. Madjid then said, “itis impossible that Wahid will accept him as
a president candidate. Even though he will, this does not represent the
NU community, let alone the wider Muslim community”. It was also
gossiped that, if Murdani had been elected as president, Wahid would
have become his vice-president.

This scenario is projected to the 1998 General Assembly of the
MPR when it is assumed that the President’s succession will take place.
That is why the PPP, as one of the “fractions” of the DPR/MPR,
should be controlled. Jalil was projected to unseat this party chair-
manship for that political reason, and he had o take ever the PPP top
spot.”

This may be a political gossip, but has been transformed to be-
come something meaningful in political games.

The tactics of Metareum’s faction were not only limited to the
consolidation of power at the levels of the DPW and the DPC but
also to a wider spectrum of Muslim intellectuals and the new genera-
tion of increasingly educated Muslims when a forum, named Forum
Komunikasi Ummab Nusantara (Porum Konun), was established about
two months before the congress. AM. Saefuddin (a legislator), Saleh
Khalid (a legislator and member of Metareum’s success team),
Hadimulyo (NGO activist and a member of the MPR), Imron Pangkapi
(a journalist and PPP’s functionary) and also Yusril Iza Mahendra —
known as a young Masjumist and a member of the teaching staff at
the University of Indonesia—, saw a need [or intellectual participa-
tion to empower the PPP. So far, they claimed, the elite leaders of the
party, dominated by exponents of the M, NU, SI and Perti, are still
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limited in anticipating and accommodating the new generation vot-
ers, the urban middle class, which have developed in the relatively
non-elemental sentiments of the party. They are professionals, NGO
activists, etc., who are relatively more independent, critical, cosmo-
politan and optimistic.™

The founders of the Forum Konun may be viewed as the fresh
blood of the party. In their rhetoric, they emphasize the need for
complete fusion of the party. They are relatively independent from
the elemental sentiments, but many observers saw the forum as a part
of Metareum’s faction. This is hard to deny as three of the them —
Saefuddin, Khalid and Hadimulyo—are personally close to Metareum.
They even started their political careers close to the last general elec-
tion under his authority within the party. They are known as the ex-
acuvists of the HMI (Himpunan Mabasiswa Islam, or the Islamic Stu-
dent Association), the large Indonesian student organization. Khalid
is an ex-president of the organmization as 1s Metareum,

The Forum’s exponents are also known as intellectuals who have
good access to the mass media. Pangkapi is a senior editor of the daily
Media Indonesia. Close to the congress they actively affected public
opinion. They therefore not only gained more popularity but also
opened up polemics and bickering between their rivals,

Before the Forum Konun was officially announced its name, the
founders used the title “Nahdatul Ummah” (NU). Since “NU” is usu-
ally the abbreviation for Nahdlatul Ulama —the large organization of
Indonesian Muslim communiry and an element of the PPP— they
then added the adjective “new” (bar#) to the NU, so it became “NU
baru” (new NU) to distinguish it from the original NU.

Coming close to the congress, the political atmosphere among the
PPP politicians became heated. Some original NU exponents viewed
the use of the term “NU baru” (new NU) as political harassment against
the original NU. It was seen as a political move of a rival of NU
within the PPP. As a reaction to this maneuver, an outstanding poli-
tician of the NU, KH. Yusuf Hasjim raised the “MI baru” (new MI) as
the antithesis.’” Even Mukrom As’ad of the NU element of the DPP
of PPP thought that the motive behind the founders of the Forum
was to strengthen their bargaining position in the next PPP leader-
ship. It had nothing to do with completion of the fusion. They could
not queue up for the elite positions in the parry.’

Controversy about the “NU baru” not only involve NU-PPP
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politictans but also Khalid Mawardi, an NU-Golkar politician, who
said that 1t was deplorable to see the attempt by some PPP politicians
to create a new faction within the party by using a name that was
intended to resemble Nahdatul Ulama. The founders of the new fo-
rum [Forum Konun], according to him, were known for their anti-
NU stance and their latest move was simply another deception o
discredit his organization which was busy preparing for its own con-
gress. I Ie suggested that the [ounders should halt the plan to use the
title Nahdatul Ummah at once, because the abbreviation NU wras al-
ready recognized by law as belonging to Nahdarul Ulama.” Accepr-
ing this suggestion, the founders apologized for using the name, and
said that 1t would no longer be used.®

It is interesting however, that the government did not see the
establishment of Forum Konun as a destabilizing factor in the party,
whereas it is usually reactionary and conservative in facing polirical
initiatives such as this. A Government official responsible for the con-
trol of political parties said that the cstablishment of the “new NU”
not to muddy the party but instead to dynamize as it drew close to the
congress.'?

When it got closer to the congress the political interest of Forum
Konun's founders became more open and they could not wait to nomi-
nate Metareum to run for the chairmanship. Saefuddin, as one of the
founders, said that the masses {(arus bawab or “lower stream™) sup-
ported Metareurn.® This stacement was urgent as a response to deny
the opinion that Jalil and Pamungkas, as the two contenders against
Metareum, were supported by the masses, and conversely Metareum
was viewed as rootless.

c. Naro’s Maneuvers

If the maneuvers of Forum Konun were in line with Metarcum’s
faction, conversely Naro’s moves rejected the nomination of
Metareum. |. Naro, the only politician of New Order Indonesia who
committed “political suicide” by nominating himself to run as vice-
president in the election in the 1988 General Assembly of the MPR,
and now chairman of the M, gave an open statement that the M1 did
not nominate Metareum as PPP chairman. He said that in the second
congress Metareum begged to be nominated for one term of the PPP’s
chairmanship, and after he was elected he had in fact failed 1o develop
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the party. So Metareum, according to Naro, did not have a right to re-
election.™

Naro in the first congress devised a regulation by which there was
only cne lormatter to form the DPP and the MPP, and it turned out
that he was elected as the formatrer. Therefore he practically became
the single and strong authority of the PPP. Many NU politicians were
disappointed during his leadership as they were not nominated in the
1982 General Election.

His authoritarian leadership not only raised oppositian from the
NU element but also from within the MI itself. The Kelompok Delapan
then took over his chairmanship in the second congress, and his po-
litical career practically finished.

Tn the third congress, Naro tried hard to return, but it was almost
impossible for him to malke a new alliance or coalition within the MI
element. 'This made him try to negotiate, crossing the elements within
the PPP, with Jalil of the NU. However, in the congress Naro had
become almast powerless. No single representative at the congress
voted for him. He was not even, as ex-chairman of the party, allowed
to be present at the congress. His attempis to create a coalition with
Jalil’s faction was viewed as his second political suicide, at least in the
eyes of the MI element.

2. Conflicts within the NU

Like Metareum of the MI, Jalil of the NU had also prepared his
success team for the top spot of the PPP way before the congress. The
team consisted of ex-activists of the PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia, or the Indonesian Islamic Srudent Movement), a client or-
ganization of the NU and Jocated at J1. Asuransi No. 8, East Jakarta.”
It was from here that Jalil engineered his moves 1o unsear the PFP
chairman. Jalil started his political career when he was a student of the
Christian University of Satya Wacana Salatiga, Central Java, as chair-
man of the Salatiga branch of the PMTIL In 1985 he was elected as
chairman of the provincial chapter of the PPP in central Java. At the
second congress of the PPP he was chosen as secretary general of the
Party.

Jalil held the view that there are no public figures among the party’s
cadres. The lack of such cadres can be resolved if %lamds (Islamic
scholars) become involved in the party, as they are firmly rooted amang
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the masses. Therefore it is crucial to involve the %lamids so thar they
take a more active part in the party.”

Many observers considered that Abdurrahman Wahid, president
of the NU, was behind Jalil's nomination, when he said that many
PPP supporters would have turned to the PDI in the 1997 general
election if Ismail Iasan had stayed at the helm after that congress. He
also said that Jalil could win the leadership if the election at the con-
gress was free from government interference.

Consolidaring the power of the NU element, some NU politicians
and %lamds had a meeting at Taman Mini Indonesia Indah (TMII), on
April 14 1994, Seventy “lamds were present to prepare their candi-
date for the election of the PPP chairman. KH. Jusuf Hasyim, KH,
Syansuri Badawi, Karmani, Matori Abdul Jalil, Soelaiaman Fadeli,
Imam Churmen and Hamzah Haz were among those present at the
meeting. ITaz was considered the initiator of the meering.®

The meeting ended with a resolution that the PPP should be led by
an NU cadre.® 'I'o follow up the resolurion a team of five was created
and known as “the congress controller assembly” (majlis pengendal
mutktamar): KH. Syansuri Badawi, KH. Cholil Bisri, KH. Hafiz Siraj,
KH. Mussalim Ridho and KH. Nadhir Muhammad. At the meeting
some NU nominators also rose to unseat the Metareum chairman-
ship: Karmani (chairman of the DPP-DPW of Central Java), Jusuf
Hasyim (a senior politician of the NU, and a leader of the Tebuireng
Pesantren, a Javanese traditional Islamic school in East Java), Matori
Abdul Jalil (secretary general of the PPP), Hamzah Haz (a legislator),
Soelaiman Fadeli (chairman of the PPP-DPW of East Java) and Imam
Churmen (legislator).

The team conrinued to consolidate powers and proposed a meet-
ing among the NU politician %lzmds at KH. Kholil Bisri’s pesantren,
in Rembang, East Java. This meeting then become known as the
“Rembang meeting”.

Before that meeting, a preliminary meeting was held in Purwokerto
on May 26 1994 ar the residence of KH. Mussalim Ridho. It was hoped
that from this meeting some criteria would be formulated for pro-
posal to the Rembang meeting.” At Purwokerto some NU wlamds
and politicians from East, Central and West Java were present, It was
reported that at this informal meeting they restated that the involve-
ment of NU %/amds in the PPP should be intensified.®

However the FKGMNU (Forum Komunikasi Generasi Muda
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Nahdlarul Ulama, or Communication Forum of the Young Genera-
tion of Nahdlatul Ulama) protested about the meeting, saying that the
“lamds had been manipulared by some NU politicians, whereas the
NU had decided 1o return to the “1926 kbittah” (mission). This mis-
sion stated that the NU had no formal relationship with any political
parties; it is more a socio-cultural organization focusing on religion,
education and income generating by the wmmah (Muslim commu-
nity). 1926 was the year of the NJ’s establishment as a socio-religio-
cultural organization.

Amid controversy about the Rembang meeting, KH. Sahal
Mahfudz, a senior and charismatic wlama’ of the NU and also known
as an NGO activist, stated that the meeting was a kind of NU dy-
namic. The Central Committee of the NU, according, to him, did not
need to forbid nor to support the meeting.” However he questioned
the urgency of the meeting, as the strength of the PPP did not depend
on whether its leadership was held by an NU man or not. He said it
was not certain that the PPP would be a stronger party under the
helm of the NU’s nominee because this does not automatically make
the NU community vote for legislator candidates of the PPP in the
General Election. He described that NU neutrality from political par-
ties as making the community more independent. They will not auto-
marically accept wlamds’ appeals to the NU community to vote for
legislators of a certain political party. It is believed that these indepen-
dent political attitudes are a result of a political change within the NU
community, and a result of political education among them, particu-
larly after NU returned to the khittan.

His attendance at the Rembang meeting was surely hoped for, but
before the committee of the meeting invited him, he had decided not
to go because it was viewed as no connected with the NU.*

In the meantine Mahbub Junaidi, another NU exponent, suggested
that the Central Committee of the NU (PB NU) should not interfere
with the internal affairs of the PPP. He said that if the NU commu-
nity needed political party it would be better to propose a new one,
rather than taking part formally in emstlng political parnes There-
fore party politics act which only recognizes the tri-party system,
should be changed.”

However KIT, Munasir, of the Consultative Council of the NU,
stated thar the NU community was the majority of the PPP’s sup-
porters, and therefore it would be fair if an NU man, as a representative
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of this majerity, ruled the party.2

The initiators of the Rembang meeting officially stated that the
motive behind the meeting was 2 commitment to develop the PPP
and to succeed the congress. It needed a moral force to strengthen the
party.® The involvement of the &yais (Javanese Islamic scholars) was
considered crucial for that purpose, because they were viewed as a
major moral force, Without their strong involvement the party would
be much weaker. KH. Kholil Bisri, the head of the meeting, stated
thar the role of the %lamd in the PPP had not been just minimized but
completely eliminated. He further claimed, “if thisis continued I do
not know how the prospects of the party, because the wlzmds have
become leaders of the Muslim community (s#nmab), the basis and
source of the party’s authority.™ Meanwlle, Jalil who had been nomi-
nated by the %/amds of the Rembang faction, stressed that an NU
exponent had been prepared to unseat the PPP chairman, and that the
Rembang meeting was considered 1o be a route 1o the position se-
lected through some criteria of the PPP leader which would be
formulated at the meeting.

Because of the controversy between the Rembang and the kbittab
factions, the meeting was reported to have be canceled. Soelaiman
Fadeli, chairman of the PPP-DPW of East Java, said, “the PPP of East
Java will reject the meering if it does harm [to the NU as well as the
party]”.” Wahid also predicted, “There [in the meering] will be a clash
between the non-PPP and the PPP %/amds”. Therefore he was pessi-
mistic about whether the meeting would be successful, and Anwar
Nurris, ex-secretary general of the NU felt the sarme.®

This pessimism made Wahid and Jusuf Hasyim state that the meet-
ing was nothing to do with the NU. “They’d be better claim them-
selves as PPP expornents than the NU’s, because there are NU expo-
nents in Golkar and in the PDI”, said Hasyim.¥ 'T'hen Wahid, as the
president of the NU, stated that he would not go to the meeting,

However, Jalil, as a nominated figure to run for the PPP chairman-
ship election, hoped that the meeting would provide him with a moral
force for the election. “Besides that from Abdul Rahman Wahid I also
need blessings from other wlamds, such as KI. Sahal [Mahfudh],
KH. Ilyas [vais sfiriyyah, or chairman of the Consultative Council of
the NU] and KH. Idham Cholid®® But these three %lamds were in
fact not among the Rembang faction, and therefore they were not
present at the meeting.
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Among the NU politicians who took part in the TMII meeting but
then opposed the Rembang meeting were Hasyim and Fadeli of East
Java, known as the faction of Jombang or Tebuireng or East Java.
They proposed an alternative meeting which included not only NU
exponents and PPP politicians bur also those frem Golkar and the
PDL* In a meeting held in Hasyim’s house it was suggested that the
Rembang meeting be canceled as it was seen as harmful to the NU.®

From the provincial chapters of the NU there alsc arose some nega-
tive responses to the Rembang meeting. The Central Sulawesi NU,
for example, threatened that they would propose that the Central
Committee of the NU (PB NU) should purify the mission of return-
ing to the 1926 khittah."! Lahamado, chairman of the provincial com-
mittee of the NU (PW NU) of Central Sulawesi, stated, “the kyaus
who participated in the Rembang meeting have ne institutional aware-
ness. If the kyais do not return Lo the kbizzah, the NU of Central
Sulawesi, which is neutral to any political parties so far, will atfiliate
with Golkar”.

In line with this spirit, KH. Sahal Mahfudz had decided not to go
to the meeting when he knew he was to be invited. “The meeting has
nothing to do with the NU. I know nothing about the meeting, have
never participated in nor wished to be involved with it. It does neither
harm nor good to the NU.2 However he preferred the meeting to be
canceled.®

Slamet Effendy Yusuf, chairman of the Pemuda Anshor (Youth
organization of the NU) and a Golkar legislator, saw the Rembang
meeting as having harmed the consensus of returning to the 1926
kbittab. Agreeing with this view, Choliq Murod, an NU-PDI legis-
lator, reminded people that neither the meeting nor the PPP congress
uses the NU.* KH, Dudung Abdul Halim, chairman of West Java’s
NU, also said that cheir %/amidis would not take part in the meeting.®

Amid this controversy, Fadeli proposed another meeting, called
the Jombang meeting, in anticipation of the failure of the Rembang
meeting.* He maneuvered even further when he said that it was not
impossible to create a coalition in the congress with the MI of
Metareum’s faction.

Another maneuver of the Jombang [action was made by Hasyim
when he invited the Armed Forces chief Gen. Faisal Tanjung to at-
tend his school’s graduation. As it was only a graduation of secondary
school students it was considered extraordinary when Tanjung ful-
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filled this invitation.” Therefore it made sense when this was seen as
evidence of a coalition between the Jombang and Metareum’s factions
as it was known that the government backed Metareum’s.

Controversy about whether or not the Rembang meeting would
be held had in fact forced some of its iniriators to meet and lobby the
chiet of the Armed Forces’ socio-political affairs, Gen. R. Hartono.
They assured the General that the meeting would not decide who
would be nominated as the PPP chairman.® However it was reported
that another meeting was held and elected Karmani and Jalil as candi-
dates to run for the PPP chairman election. These two figures would
be proposed in the congress.*

Uncertainty about whether the Rcmbang meeting would be held
or not, also depended on the government’s permission, i.e. the secu-
rity agent. However this was answered when the Armed Forces’ chief
gave the green light to the proposed meeting.®

News of this green light quickly soon spread, but the committee
had doubt abour the security of the meeting when it was reported that
the FKGMNU would come and stir up trouble. As a response to the
possible lack of security, the house head of the meeting, KH. Kholil
Bisri, stated that it would not only be secured and gudrded by pesilats
(traditional self-defenders) but also by ghosts and powers of other
mystical beings (kekuaian ghaib)."! In a sense this is a cultural reflec-
tion of this traditional NU faction.

The meeting, held on June 26 was attended by 79 kiyais. Haz, Jalil
and Karmani, the NU-PPP politicians, were present among them.

There were five agendas to discuss at the meeting: the nationhood,
the statehood, the criteria of PPP’s chairmanship, the 1926 kbirtah
and national succession. The drafts of all of these agendas were formu-
lated by the NU-PPP politician kyazs.

The most crucial and controversial agenda item was about the cri-
teria of the PPP chairmanship because some kyars wanted to specifi-
cally name a candidate for the PPP chairman and some did not. If one
had been chosen it would have resulted open clashes among them,
that would have been harmful to the unity of the faction itself. Ac-
cording to KH. Kholil Bisti the meeting would discuss the criteria
then form a team (lajnab) 1o [ollow up the recommendartions of the
meeting. The team would be responsible for lobbying at the top level
of political decision-makers.™ At the meeting the status of the MPP
would also be discussed, The problem with the PPP-MPP, where many
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NU kyais are involved, 1s its minimal role in the decision-making pro-
cess in the PPP. The meeting would propose that the MPP be elected
by the representatives of the congress through the electoral board, not
chosen by the DPP.

However, the Rembang meeting finally did not officially decide
the name of a candidate to run as the PPP chairman, They seemed to
be contused with three names: Jalil, Haz and Karmani. However Suara
Karya, a daily paper belonging to the government backed Golkar,
reported that all the famds wanted Jalil to be the candidate. Com-
pared to the other two, he was considered the most suitable for the
agreed criteria.” This aspiration could not officially be relayed to the
public because of an agreement with the government not to select a
name, besides the need o saleguard the unity between the NU-PPP
politicians involved in the faction.™

From the meeting, some political statements arose: “the PPP is a
party of the NU community. Therefore it must be led by an NU
man. The community is aware of this. Under the MI chairmanship,
the gain of votes in General Elections has continued to decrease. So
the PPP must be under the helm of an NU man in order to increase
the gain of votes”.¥

The meeting also stated that they supported President Suharto’s
leadership, and supported his re-election as President for the next five
year term. Suharto has been President since 1966, some 28 years, and
therefore many critics hope that he will be replaced and say that Presi-
dential term should be limited to two periods. But the &yais of the
Rembang meeting stated:

In Islamic teaching there is no limitation on a position [jabatarn]. If
there is it will be legally forbidden [haram]. Whoever leads, he/she
may continue to be elected as far as he/she is able and just. ... and one
of the criteria for a national leader is listening to the advice of the
tlamds.®

A “team of nine” was formed to follow up all the recommenda-
tions of the meeting: KH. Syansuri Badawi (legislator and chairman of
the MPP of PPP), KH. Kholil Bisri, KH. Nadhier Muhammad, KH.
Mussalim Ridho, KH. Hasyim Syiraz, KH. Alawy Muhammad, KH.
Dimyati Rais, KH. Nukman Zein and KH. Syuaidi.

As has been mentioned above, the meeting did not choose a candi-
date for the PPP chairman, whether it should be Jalil, Haz or Karmani.
It was the job of the team to lobby for who was the most acceptable,
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particularly to the government, among the three. They needed to lobby
the elite of the government, as Syansuri Badawi as chairman of the
team said: “the names will be discussed with the President [Suharto],
and if God wills one proposed name to the president will be accepred”.

In order to follow up the meeting the team also intensified their
meetings and consolidation among the DPWs and the DPCs.” They
even met Metareum to convey a recommendation of the meeting,
asking that the %/amds of the Rembang faction be invited to the con-
gress as advisors.®

The wish to meet the President was conveyed to Gen. R. Hartono
and his help sought about this.*' It was reported that the General would
be pleased to help them meet the president.® However, a few days
later it was reported through the State Secretary, Murdiono, that the
President had no time to meet them.®

Amid their disappointment about the President’s refusal to meet
them, it was reported that KH. Alawy Muhammad, chairman of the
team, whois known as an outspoken and charismatic kyaz of Sampang,
Madura, “baptized” (bai‘h) that Jalil be nominated as candidate for
the PPP top spot.*

Consolidating his support, Jalil facilitated a meeting in Garut, West
Java, as he saw a sign that the kyais of the Rembang faction had de-
cided to nominate him, However the Garut meeting only resulted in
the team of nine dispersal and a recommendation to choose one can-
didate for nomination through istekhbdrab prayer (a special prayer when
someone is confused about how to decide the best) which would be
undertaken by three charismatic kyais known to be very close to Jalil:
KH. Syansuri Badawi, KIL Alawy Muhammad and Cholil Bisri.*

Amid the maneuvers of the Rembang faction, another group of
the NU, known as the Jombang, Tebuireng, or Ampel faction, which
nominated Hasyim, stated that the NU ‘wlamds of East Java would
send a letter to the President and ask him that an NU man —Jusuf
Hasyim— be trusted to unseat the PPP top spot. It was also said that if
it was necessary the ulamds would convey the letrer directly to the
President.” They had nominated I Tasyim because there was no candi-
date of the NU as senior as him in politics.5

Before the open conflict among the NU element, Hasyim himself
had cross the elemental lines when he had a meeting with Metareum
of the ML After the meeting he stated thar the chairman of the PPP
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should not be from the NU.#

Just as the Hasyim faction made a coalition with Metareum’s of
the MI, the Rembang faction also made a cross element coalition with
another MI faction, Naro'’s. This latter coalition gained special atten-
tion from many PPP politicians and observers as under Naro's lead-
ership, many NU politicians in the PPP were swept along, including
Hasyim. Therefore the coalition in the eyes of the Hasyim faction,
was a betrayal of the NU.#

Amid the clash between Jalil’s faction and Hasyim’s, Haz, known
as a faction of Cipere NU and disappointed with the Rembang faction
which had nominated Jalil, made a beautiful maneuver when he gave
a response to Metareum’s open declaration of his wish to be re-elected.
ITe said that Metarewm was correct to be ready 1o be re-elected.™ He
pointed out that Metareum’s readiness was based on the real support
of the DPCs and the DPWs: representatives of 75 DPCs are from the
MI, and only 55 from the NU. Therefore, if it was based on elemental
interests, all of the electoral board or formatters would be from the
MI. He hoped that Metareum would not take that route, and stated
that the first priority was the unity of the party bevond the elemental
interests. I le said, “togetherness to develop the party must be the first
priority”."!

It was surely a smooth maneuver on Haz’s part to make a new
coalition with Metareum’s faction after he was disappointed with the
Rembang faction. Actually Metareum felt that Haz was close to him,
and he had reminded him not to be deceived by the actions of the
Rembang faction.”

As the congress was drawing close, a statute of the congress was
formulated and agreed. It is stated in this that there are no observers
for the congress, including the %lamds. This disappointed the Rembang
taction ‘%lamis, because they hoped that they could attend as observ-
crs and as the advisers. Metareum, as chairman, was seen to be ignor-
ing their requirements for the proposes.”

A week before the congress, the Rembang faction had another meet-
ing in TMII, and it was there that the faction finally decided to choose
Jalil as the official candidate of the faction to compete with other can-
didates for the top spot of the PPP. 'This surely disappointed Haz and
therefore, in the congress he left the faction and tried to make a new
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coalition.™
3. Sri-Bintang Pamungkas: a Single Power

Amid the maneuvers of the two mainstreams in the PPP,
Metareum's faction and Jalil’s, Dr. Sri-Bintang Pamungkas rose as a
single hgure to contend the PPP chairmanship. An economist, who
graduated from Ohio State University and is now on the teaching
staff of the Faculty of Technology, the University of Indonesian, he,
however, a new-comer to the PPP. He ran as a legislator and was
elected in the General Election two years ago,

Pamungkas is known as an outspoken politician of the PPP, and
tries to define it as an opposition party to the government party,
Golkar. Because of his eritical views, he gains sympathy and support
from a small layer of society, certain circles of students, NGO activ-
ists, intellecruals and politicians. The attendants at his strategic book
discussion a few days before the congress, such as Rudini, Ali Sadikin,
Gunawan Muhammad, W5 Rendra, Adnan Buyvung Nasution, and
many others, may show his political position.™

Pamungkas has questioned some political issues which are taboo
to most Indonesian politicians: the dual function of the Armed Forces
(Dwi-tungsi ABRT), the lack of an oppositien political party, the po-
litical party act and the national succession, He disagrees with the dual
function of the Armed Forces in which they are not only responsible
tor security and defense but also involved in the socio-political field.
Pamungkas views this as the source of an authoritarian regime. He
proposes that the dual function be abolished. Because of this view he
had been warned by his “fraction” in the DPR, and advised that he
might be recalled from his position as a legislator.

Pamungkas views the PPP as an Islamic party. He said, “if the PPDP
1s in fact not an Islamic party I will leave it and establish an Islamic
one”.”® According to him politics should be based on conscience guided
by faith, science and technology, Pancasila and the 1945 Constitu-
tion. He is convinced that “Pancasila will become an empty slogan
without being filled with a strong Islamic spirit”.”

An ex-activist of the PII and a member of Expert Board of the
ICMI, Pamungkas views the weaknesses of the PPP as lying in some
internal cliques, an orientation crisis between the wish to be part of
the people or of the government, a lack of firm cadres, and a strong
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belief that it is difficult to state the truth and justice.

But is there a place for a politician like him in New Order Indone-
sia?

One regulation of the congress is that a candidate for the PPP chair-
man must have been a functionary of the party at the level of the
DPC, the DPW to the DPP. This requirement surely cannot be ful-
filled by Pamungkas, because he has never been in any of these posi-
tions. I'le is a new-comer to the party. Therefore he has to forget his
wish to run for the election.

However the DPW of East Kalimantan nominated him as the chair-
man, and this made him continue his campaign. In order that he
could run for the election, he proposed that the above rule be changed,
but the committee of the congress ignored him and kept the regula-
tion. So the door was closed to Pamungkas.

Besides which, the representatives were limited to the functionar-
ies of the DPP and MPP only, three representatives of each DPW and
two of each DPC. The representatives of the DPW and the DPC are
those who have been affirmed by the DPP.® Therefore many PPP
figures were not allowed to attend the congress, e.g. Naro, Dault,
Pamungkas, Thamrin, Mardjono, Hasyim and many others. The kyais
of Rembang, as Jalil's success team were also not allowed, and they
were indeed disappointed with the congress committee.

But ironically, the congress was open to more than 50 government
officials of the Department of Home Affairs and the Armed Forces.
They were invited as cbservers, and as Pamungkas testified,” as lob-
byists of a government backed faction. It is they who controlled the
congress so that it was carried out in accordance with government
interests. Many observers questioned their presence: how far would
they interfere in the selection of the new party chairman?

Besides this, the congress had also been troubled about its costs.
For this convention the PPP needed at least Rp 1.5 billion but had
only Rp 100 million in its coffers. The chairman of the Party,
Metareumn, appealed to the government to provide adequate help with
funding. He said, “without the government’s contribution we will
not be able to hold our congress”.® The Government fulfilled the
request although did not provide as much as had been proposed, pro-
viding only one billion rupiah instead of the one and a half billion
requested.

Metareum and Jalil seemed to disagree about the governmental fi-
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nancial help. To Metareum the help would nor decrease the indepen-
dence of the party, as the money is from the people but managed by
the government, and every party has a right to funding from the gov-
ernment. Jalil on the contrary viewed the help as making the parry
more dependent on the government. He suggested that the congress
costs should be allocated from contributions from party members.®

Despite the problem of the congress coast, it was finally held and
opened by President Suharto, a chairman of Golkar’s patron board
on 29 August 1994 at the Grand Hyatt Jakarta Convention Center
(JCC). According to the congress committee, the opening ceremony
was held at the JCC, in order to commemorate the greatness of Indo-
nesia under Suharto’s leadership., as it was at the JCC that the summit
of the non-Allied Countries Movement was held under President
Suharto’s chairmanship a few years ago.

The following session were held at the plain Hajj Dormitory,
Pondok Gede, Jakarta, To the committee however, this place has a
special meaning, since it is there that Muslims prepare to go on the
pilgrimage to the holy land, Mecca.

"I'his third congress was attended by 716 representatives of 294 DPCs
and 27 DPWs, by functionaries of the DPP and the MPP, and a chair-
man of PPP’s fraction in the DPR. If viewed in terms of elements, the
MI element appeared dominant {(see zzble 7). Therefore many observ-
ers nominated candidates of the MI for the 1994-99 top spot of the
party.

If seen from the DPW’s general views it is evident that the ele-
ments were still determining tactors in voting. 17 DPW's nominated
Metareum of the MI to be re-elected, 2 from Fast Java and West Java
nominated Jalil of the NU, and the remainder (9) asked the selected
Electoral Board or Formatter team to chose the chairman. Meanwhile
the outspoken Pamungkas gained no votes. But this overview cannot
be taken as representing real power in terms of elements because many
DPCs protested against the DPWs’ nominations.® This is crucial 1o
consider since the DPCs represented the majority of the voters.

At this congress it was agreed that the election of the chairman of
the party should be through an Electoral Board or formatter team
which consisted of seven members and was elected by the representa-
tives. This team then elected the chairman and members of the DPP
and the MPP.®

The congress, which was guarded by 2100 military personnel, was
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Table I: Representatives according to elements

Elements
Representatives
MI NU SI Pert1 Total

DPP 25 20 6 3 54
MPP 9 6 2 2 19
Aceh 18 - 2 2 22
North Sumatra 23 5 5 3 36
West Sumatra 23 2 2 3 30
Riau 13 4 1 - 17
Jambi 11 - 4 1 16
South Sumatra 12 6 2 2 22
Bengkulu 6 2 1 1 10
Lampung 6 5 1 - 12
Jakarta 6 2 1 - 9
West Java 30 15 5 2 52
Central Java 32 36 2 2 72
Yogyakarta 8 4 - - 10
East Java 27 45 2 76
South Kalimantan 6 16 - - 22
West Kalimantan 3 13 - - 16
Central Kalimantan 6 8 - - 14
East Kalimantan 5 9 = - 14
North Sulawesi 4 2 9 3 18
Central Sulawesi 4 - 4 2 10
South Sulawesi 25 15 6 2 48
South-east Sulawesi 7 1 2 2 10
Bali 12 8 - - 20
NTB 9 6 1 - 16
NTT 14 12 - - 26
Maluku 8 4 - - 12
Irian Jaya 15 7 - - 22
East Timor 8 1 1 - 10
Total 375 254 59 28 716

Source: Kompas (August 29, 1994)
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enlivened by demonstrations and protests from Pamungkas® support-
ers. They were youths and students from several regions and universi-
ties, and were grouped together in what they called the Forum Pemuda
Mabasiswa Pro Demokrasi (FPMPD, Forum of Pro-Democratic Youth
and Students). They came with large posters supporting Pamungkas,
and attempted to enter the congress arena. But the security guards
broke up their protest.

Like Pamungkas, Jalil also had “informal” supporters. They came
{from central Java and also tried to enter the arena. Again the military
forces broke them up. They seemed to be very frustrated and said that
“the congress is really like being in hell”.™ Like being in hell was not
only felt by his supporters but also by Jalil himself when the majority
of the DPWs proposed Metareum for re-election. Jalil then antici-
pated the real power to be at the DPCs levels and, with his Rembang
faction, he consolidated this power and lobbied some senior NU poli-
ticians. For example, they met KH. Idham Chalid and it was reported
that he was on Jalil’s side. This image was necessary to conselidate the
powers of the DPWs and DPCs of Kalimantan in which Chalid was
considered influential, although his secretary then denied that he had
supported Jalil ¥

However, Jalil stated, “T am still optimistic, because it is the wlamds
who back me in running for the election. Also in the next formarters’
election the DPCs will be the real force instead of the DPWs. Just
wait and see”.®

The closer it got to the Electoral Board’s election the more support
there was for Metareum. Some of the DPCs from East and Central
Java as Jalil's two main bases, claimed they would vote for Metareum.
Conversely Jalil seemed not to be gaining support from representa-
tives from outside Java except for some DPCs from Bali and North
Sumatra which were considered to be Naro loyalists. This proved the
coalition between Jalil and Naro.¥

Maneuvers in the congress not only intensified between Metareum’s
and Jalil’s factions but also between Metareum’s and the MI faction of
four led by Thamrin and Marjono. As is already known, this faction
had nominated Chalil Badawi to unscat the PPP top spot, Thamrin
consolidated forces from the side-lines because he was not allowed to
enter the congress arena

However Badawi himself stated that he did not feel in competition
with Metareum, and he seemed to be more accommodative and realis-
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tic when he said: “if I am elected to be a formatter [ will keep the unity
with Metareum, and the structure of the formatters will be given to
him provided that he accommodates provincial aspirations”.®

Amid the moves of the Ml faction of four, Metareum seemed to
have intensified his coalition with Haz’s NU faction. It was reported
that they ever come to an agreement about the formatter structure: 4
from the MT and 3 from the NU. However Metareum seemed to feel
insecure with the formation so he and his success team (Amini, Bafadal,
Kiaidemak, Hamzah and Adam) then announced a “formatter pack-
age” which consisted of Metareum, Amini, Kiaidemak, Bafadhal,
Adam, Asmoredjo and Hamzah. All of these were from the MI ele-
ment of Metareum faction. Haz and other NU men were excluded.™
Haz and Fadeli were surely disappointed and felt deceived, because in
the short time left it was almost impossible for them to consolidate an
alternative formatter team to accommodare their aspirations.”! How-
ever it was reported as if Haz and Fadeli would have returned to Jalil’s
faction. In fact they made a formatter team by themselves without
involving the Rembang faction. If they had returned to the Rembang
faction, said some observers, they would have gained at least four of
the seven formatters.

Meanwhile the faction of four also announced a formatter package
without Metareum in this. Jalil also announced his package without
Haz and Haz’s also excluded Jalil but interestingly included Metareumn
and Badawi of the MI. Even Metareum and Badawi, beside Haz, were
nominated for the top spot of the PPP.*

However Metareum’s package proved dominant (see rable 7), and
some nominated figures such as Haz, Chelil Badawi, Thamrin and
Fadeli were tossed aside from the top seven, the Electoral Board. The
elected formatters were five from Metareum’s faction (Metareum,
Amini, Kiaidemak, Bafadal and Asmoredjo) and two from the Rembang
faction (Jalil and Syansuri Badawi). These two factions were known as
the most competitive and the most conflicting.

Among the votes there are some that were invalid. These were for
non-representatives, such as Pamungkas. However it is interesting
that Pamungkas gained 14 votes compared to Naro who gained none.

The elected formatters (table 3), led by Metareum as he gained the
majority, should soon compose new structures of the DPP and the
MPP for the 1994-1999 period. It was hoped that the Electoral Board
would compose the structures by consensus, However, many observ-
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Table 2: Voring for formatter candidazes
in the third congress of the PPP, 1994
Candidates no. clement Candidates no. element
of votes of votes
AL Materium's package | Yuda Paripurno 24 Perti
Ismail Hasan Materium 230 MI  Syafriansyah 22 Nu
Al Hardi Kiaidemak 156 ML  HasanDagsy 16 2
Aisyah Amini 153 MI | Y.R.I Tjokroaminoto 8 s
Muhsin Bafadhal 139 MI | M. Buan 7 Perti
M, Djuiri Asmoredjo 128 MI | Zarkasih Neer 4 NU |
Didik Iskandar 128 MI | Yusuf Pardarnaian 5 ?
Al Marwan Hasan 87 ML | Zain Badjeber 5 NU
. Anshary Syam 4 .
B. Jalil’s Package Tosarl Wijaya 4 NU
Matori Abdul Jalil 134 MU [ M. Syafie Nongke 4 2
KH. Syansuri Badawi 131 NL | Arwis Rangkuti 3 ¢
Ahmad Karman: 123 NU | Usman Sat 3 2
Busnain Yahya 82 NU | Mardinsyah 3 MI
Saaduddin Ibrahim 5h NLUI | Barna Swnantri 3 ?
Abd. Mapﬁéﬂmg 47 MI | Darussamin 2 MI
Ki Drajat Purba 44 ST | Abduh Padare 2 ¢
. _ Rustam Effendi 2 4
C. Thamrin’s Package: ukrom Asad 1 :
Cholil Badaw: 83 MI | Chozin Chumaed: 1 Z
ajudin Ibrahim 63 MI | Yusuf Syakir 1 MI
Alhan Dharmawan i ¢ Ramli Nurapi 1 ;
Yahya 2C ? Emron Panglapi 1 Ml
Aziz Imran 12 i
Soritua Siregar 3 : E.fnvalid votes:
Deddy Sutardi 1 ? SriBintang Pamungkas 14 none
Zainudin ﬁ{[Z i 1 ?
13, Non-package votes: Husnie Thamrin 1 il
M. R.odlja 72 ? HM Dault . 3 MI
ITamzah Haz L 70 NU | M. Shaleh Khalid 1 MI
Syaiful Anwar Huscin 58 SI Mohd. Roza 1 ?
Soelaiman Fadeli 37 NU | M Rajab 1 ?
Toral 2240
Invalid votes 14
Vald votes 2226
Imperative votes 2240

ers were pessimistic about the consensus since the two factions in the
Electoral Board were known to be conflicting, and this was prove
when the Electoral Board came to a deadlock and failed to compro-

ITnse.

How the process of decision-making came to a deadlock was re-
ported by Amini on the {loor of the congress and it was stated that
Jalil agreed with her,

Matori [Abdul Jalil] asked for a seven NU men quota, including
the positions of general secretary and chairman of the MPP, The board
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Jable 31 Electoral Board of the third congress
of the PPP 1994,

Name No.of  Element Faction
votes
Tsmail Hasan Materium 230 MI Materium
Al Hardi Kiaidemak 136 MI  Materium
Alsyah Amimi 153 MI  Materium
Muhsin Bafadal 139 Ml Materium
Matort Abdul Djalil 134 NU  Rembang
Syansuri Badawi 131 NU  Rembang
Djufri Asmoredje 128 MI  Materium

agreed with him, but he insisted that he and his faction [Rembang]
chose the seven NU men and he himself requested the secretary gen-
eral position. The board disagreed and Jalil asked that the discussion
be postponed for a few minutes to consul with his faction. Then the
discussion was continued, but Jalil and Badawi entered with no other
alternatives. Jalil and Badawi then walked out, and the discussion was
continued with only five members [Metareum’s faction] of the board.
We finally completed our duty to compose compact and harmonious
functionary structures of the DPP and the MPP”.*

The composed structures keep Jalil’s aspiration of including seven
INU men, including the positions of general secretary and chairman of
the MPP. Jalil was not included in the structure, but Badawi was. He
was chosen as vice chairman of the MPP,*

In the meantime Jalil stated that he and KH. Syansuri Badawi could
not compromise as they had to follow the aspirations of the ‘wlamds
(Rembang). What he proposed in the Electoral Board discussion was
the ‘ulamds’ aspirations, The wlamds want the NU cadres who sitin
the DPP and the MPP to be those who have mass support, united
with the grass root masses. [t is the wlamds who know these cadres
instead of Metareum’s faction, because the ‘ulamads have contact with
the masses. Metareum’s faction, said Jalil, seemed to prefer cohesive-
ness or solidity among the DPP and MPP rather than mass support.

It was also reported that the %/ands met Metareum to discuss the
structures before the Electoral Board was elected. The %lamis claimed
that Metareum would accommodate their aspirations as conveyed by
Jalil. Therefore they felt harassed when he in fact did not take up
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Functionary Structures of the DPP
and MPP of the Central Committee of the PPP 1994-1999

The DPP:
Chairperson :  H.Ismael Hasan Metareum (MI)
Vice-chairpersons :  Aisyah Amini (MI)
Hamzah Haz (NU)
Ali Hardi Kiyayidemak (MI)
Yudo Paripurno (Perti)
Djufri Asmaredjo (MI)
Zain Badjeber (NU)
Syaeful Anwar Husein (SI)
Yusuf Syakir (MI)
Zarkasih Noer (NU)
General Secretary :  Tosari Widjaya (NU)
Vice-gen. Sec. :  Muchsin Bafadhal (MI)
HM. Buang (Perti)
Bachtiar Hamzah (MI)
Yusuf Rizal (SI)
H. Abduh Paddare (NU)
H. Ali Marwan Hanan (MI)
H. Anwar Nuris (NU)
Abd. Muis AY (MI)
Treasurer :  Faizaal Basyir (MI)
Vice treasurer :  Danial Tanjung (NU)

The MPP:
Chairman : Maemun Zubaer (NU)
Vice-chairpersons :  Jusuf Hasyim (NU)
Syansuri Badawi (NU)
Rusdi Hamka (MI)
Ridwan Ibrahim Lubis (MI)
Nurul Huda (SI)
Oesman Suhaedi (Perti)

Jalil’s proposals. Because of this disappointment Syansuri Badawi, one
of the ulamds, claimed that the structures of the DPP and the MPP
formulated by Metareum’s faction were invalid or illegitimate, and he
then refused to sit in the MPP’s structure when he was chosen.
Jalil’s claim that Metareum preferred solidity among the MPP and
the DPP to mass support, was shown to be reasonable when Tosari
Wijaya was chosen as secretary general. This is because Wijaya is not
very popular compared to Jalil or Haz even among the NU commu-
nity, even though he is a functionary of the Central Committee of the
NU. Wijaya himself claims very close to Metareum, which is prob-
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ably why he was chosen for the sake of solidity among the Central
Committee of the PPP.

When Badawi refused to sit as the chairman of the MPP, Metareum
ordered Haz to lobby KH. Maemun Zuber, another NU’s senior
wlamd, to replace him. Zuber at first appeared reluctant ro rake the
position, and he viewed Jusuf Hasyim as better for the position. But
Haz persuaded him that he was more acceptable. “Pak Ud [Jusuf
Hasyim] is less acceptable to the government”, said Haz. Hasyim
himself was chosen as a vice chairman of the MPP, but he appeared
reluctant to joint the MPP, He criticized the Electoral Board because
they were considered to be unable to reach a consensus, and he also
objected to being chosen for the position because he was not asked
previously.

A New Political Party: a Reaction

The congress ended with the success of Metareum’s faction. This
surely disappointed other factions, Pamungkas and the Rembang fac-
tion being among those who expressed their disapporntment.

In his evaluation of the congress Pamungkas wrote,

... the winner of the congress has been determined by the enuy of the
authoriries [government] into the congress’ arena as an invited pasty. This is
very ironic ... when members of the party [iself] were not allowed o enter ...
[The authorities] were not haphazardly invited bur specifically to interfere ...
hundreds [of the authoritics] enrered the congress room in disguise . ... offi-
cials from socio-political affairs seciion of the Department of Home Affairs
entered the congress room. They, individually or together with the security
guards, really interfered with the formatiers election and also with the com-
posing of the electoral board. Directly or indirectly intervention has taken
place. They even entered the rooms of voters [to interlere with them]. This is
not really the congress ol the PPP, but of the authorities. A lesson from the
congress is that there is a strong collaboration between the Party’s [unctionar-
ies and the anthorities for the sake of the chairman’s position.

The intervention of the government is obviously hard to avoid. [ ulso
happened at the PDI congress. However at the PDI congress the autharities
came without invitation. In the PPP congress the authorities on the contrary
came and were asked to enter the arena because the party chairman invited
thern. So there was collaboration and agreement hetween the PP chairman
and the autharities, Therefore the PPP congress was relatively moze “peace-
ful’ than the PDT’s. ... the PPP has been made ‘yellow' (dikuninghkarn).®

Pamungkas’ evaluation is in someways true, because in Indonesian
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politics the intervention of the authorities (the military and Golkar) is
not unusual. In the Department of Home Affairs there is a Director-
ate General which plays a patron role in the party system in Indone-
sia. In the Armed Forces there is also a socio-political affairs section
which is responsible for the implementation of the dual-function of
the Armed Forees, and in practice is also responsible for controlling
political parties. How these two political institutions of the New Ot-
der interfered with the PPP congress was also admitted by Metareum
himself when he said that he had o consult the two institutions when
he wanted to choose functionaries of the MPP and the DPP, particu-
larly for the position of general secretary.”

Because the results of the congress do not accommodare his inter-
ests or aspirations, Pamungkas said that he was considering leaving
the party and establishing the new one, which would be more inde-
pendent or even be a similar opposition party because that is what is
necessary to control the authorities, as a prerequisite to a desired demo-
cratic state.

A more major disappointment occurred within the NU commu-
nity, particularly in the Rembang faction. Even Wahid, chairman of
the NU who claimed to be neutral on PPP’s affairs, seemned unable to
hide his disappointment with the results of the congress when Jalil
was not elected. He said that, with a non-NU man in the top spot of
the party, the NU community who have been supporters of the party
to date, would leave it.* “The newly elected DPP is less representa-
tive of the hopes of NU devorees. If in reality their aspirations are not
accommodated they will probably vote for ... PDI, Golkar or shun
the [next general] clection (Golput)”.” When he was asked whether he
would appeal to NU devorees to vote for PDI or Golkar instead of
PPP, he answered: “It is too early for the Central Commirtee of the
NU to appeal 10 its members to convert to the PDL. ... although it is
necessary to appeal [to vote for the PDI] this is to avoid them shun-
ning the election. If 1 did not appeal to them, a boycott of the next
general election would be undertaken by many. If I appeal to them to
vote for the Golkar this will be difficult because this party does not
suit them. So shunning the general election or voting for the PDI are
left as the alternatives”.'® Wahid, like Jalil, also considers that the NU
men in the new functionary structure of the DPPare not mass based
politcians,

Disappointment was also expressed by KH. Cholil Bisri, as the
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house head of the Rembang meeting: “Metareum had promised to
choose Marori [Jalil] as the secretary general ... But in fact he did not
keep his promise. ... we feel harassed by him breaking this promise”. ™

KH. Idham Chalid —a figure of the Cipete NU, a rival of the
Situbonde NU now led by Wahid— conversely holds the view that
the congress was successful. He sees that there are now more NU men
in the new composition of the Central Committee of the PPP. He
then assessed that there are charismatic figures among them, and there-
fore there is nothing to worry about if NU members will leave the
party. 12

In accordance with this opinion, Gen. Aminullah Ibrahim of the
Armed Forces” “fraction’ (Fraksi ABRI) in the DPR stated that the
congress was successful and the process was democratic.’ More a spe-
cific assessment was given by the Armed Forces’ spokesman, Syarwan
I Tamid, who had nominated Metareum, when he said that Metareum
was indeed more popular. '™’

However, Cholid’s opinions and the Armed Forces’ views seem
not to cure the disappointment of the Rembang faction. They became
more and more disappointed even to an unthinkable level, if this is
understood in terms of aliran politics, when they considered convert-
ing to the PDI. KH. Alawy Muhammad, a charismatic NU kyai of
Sampang, said that he was thinking of joining the PDI.

That statement secems to have bee taken seriously by the PDI’s
functionaries. Even Muhammad himself proposed a kbau! (passing cer-
emony) for Sukarno, the first president of Indonesia and a symbol of
the PDD’s power, at his pesantren, in Sampang, Madura.

Also the kyais of the Rembang faction continue to consclidate pow-
ors to make the NU more involved in politics. KH. Syansuri Badawi
has a plan to revise the consensus of returning to the 1926 khirtah, He
hopes that the NU will return to political party: to the PPP or by
establishing a new party. This can be proposed as an agenda item in
the NU congress to be held at the end of this year in Tastkmalaya,
West Java.

Whether the NU will decide to return to politics or to stick to the
1926 khittab depends on how its elite defines Indonesian New Order
politics. Their definition, however, will not be very independent. They
have to take account of the autherities’ definition of Indonesian poli-
tics. It is not too pretentious to assume that they will generate their
definition from that of the authorities,
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The authorities’ definition is reflected in President Suharto’s speech
delivered at a reception commemorating the 30th anniversary of the
ruling party Golkar:

Indonesia does not need a new political party or functional group
[Golkar] ... the current three political organizations, Golkar, the United
Development Party (PPP) and the Indonesian Democratic Party (PDI),
are adequate. ... We have had unfortunate experiences with a multi-
party system. It hampered political decision-making. ... the current
system has created political stability, crucial to the national develop-
ment effort. Therefore we need to continuously maintain, solidify
and improve our political order. We don’t want to add a new polirical
party or a new functional grouping,*®

This ruling definition of political parties or party politics in Indo-
nesia seems to have closed the possibility of establishing a new politi-
cal party in order to accommodate the political aspirations of the NU
factions after their disappointment with the PPP. Fven in an audience
of NU wlamds with President Subarto to ask him to open the NU
congress he said that keeping the 1926 khitzab is a correct commit-
ment.'™ “I am grateful, feel happy and thank God for the commit-
ment of NU community in keeping the kbitzah”, he said.1”

This means that it is almost impossible for the NU to return to
formal politics. Perhaps some NU wlamids will oppose the ruling deci-
sion, but it will be political suicide, or they will define it as “political
martyrdom”.

If the possibility of new political party for the NU community is
almost closed, how will they articulate their political aspirations or
interests? Will they leave the PPP? The last congress of the PPP is
perhaps an experience 1o answer the question: Whar lessons can be
learned from the congress? Why did the Rembang faction fail?

The State and the Aliran Politics

Amir Santoso observed that the success of Metareum rested on his
ability to understand Indonesian political culture. He explains,

Those who are vocals, like Pamungkas and Djalil, that is, those who cam-
paign are usually not elected. On the other hand those whe remain silent hold
4 good possibility of becoming a member or even chairman of an organiza-
tion. ...
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In Indonesia, to present aneself is cansidered as a show of arrogance or
stirring up trouble, Those who have ambition of becoming a party chairman
will have to be aware of this aspect of Indonesian culrure. '

Santoso seems to ignore'™ the probable intervention of the state.
He sees the Indonesian culture instead of the state as explaining
Metareum’s success, and the failure of Jalil, Pamungkas and the oth-
ers.

The political culture referred to by Santoso is usually associated
with Javaneseness, but it Is also common among Muslims. If 1t 1s true
that the failure of Jalil, for example, is due to his failure to understand
the culture, what kind of culture is this? Jalil is Javanese, and there-
fore he must be more familiar with the culture than Metareum who is
Acehnese. In terms of culture Jalil must have had a greater chance
than Metareum to gain the PPP chairmanship, So it is doubttul if the
success of the latter is connected to culture.

Syamsuddin Haris!™ of the Indonesian Science Institute (LIPT) at-
tempted to give a “holistic” explanation of the NU failure, particu-
larly of the Rembang faction. He says that there are three factors in
this faction’s failure in the congress: 1) their political behavior, 2) the
relationship between the authorities and party politics and 3) internal
conflicts within the NU,

The political behavior of the NU paoliticians was very demon-
strative: they demonstrated that they were supported by large masses.
They defined that mass support is significant in unseating the chair-
man of the PPP. This was a mistake, because mass support is not very
relevant to Indonesian politics which is more determined by the elite
(authorities) rather than the masses.!!!

ITe argues that the New Order government defines political par-
ties as “partners” instead of as articulators of people. The elites of the
parties will be accepted only if they are accommodative to the au-
thorities. So, the authorities are the only powerful givers of blessing
to any political elites. The ulamds or the people are not significant
here.

Also the authorities have not forgotten the “political sins” of the
NU, since they opposed some government proposals: the marriages’
act, the general election act, etc. They are also known to have sup-
ported the “Petition of Fifty” (Petisi Limapulub), an opposition
group.'”

IHaris also sees internal conflict within the NU as a factor in its
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failure. The commitment to return to the 1926 kkittab has in fact
polarized NU into some factions: 1) supporters of “pure khitrah”,
who really want to free the NU from formal politics such as political
parties. They want the NU to focus its activities on social, economic
and religious affairs (education, income generating, etc.); 2) ex-politi-
cians of the PPP who were removed especially Hasyim’s circle during
Naro’s chairmanship, who still dream of returning to the PPP; 3) NU-
PPP politicians of the Cipete faction, in which Idham Chalid has be-
come a figure head, who are known as more accommodative to the
MI element of the PPP as well as the authorities; 4) the NU politician
#ulamds of the PPP, known as the Rembang faction, who believe that
the kyais® charisma makes people vote for the PPP; and 5) NU politi-
cians of other political parties, Golkar and the PDI, who condemn
PPP politicians use of the NU’s name in their political maneuvers.

Amid this polarization the central committee of the NU appeared
ambivalent in its view of the PPP’s congress: at one time it was said
that the N'U is neutral to any political party, but at another they showed
their disappointment with the Rembang faction’s failure.

Haris also predicts that the prospects for the NU’s involvement
with the PPP will not be relevant if it is based on an ideology: Islam.
This is because the prospects of the party will have ro depend on ratio-
nal and pragmatic programs otherwise it will have no supporters. He
argues that the majority of voters in the future will be a new genera-
tion with less ideological sentiments as they were born in the time of
non-ideological competitions. Besides, Islam is no longer the monopoly
of the PPP, other political parties have also claimed themselves as
Islamic and they often compete with each other in the name of Islam.

Afan Galfar ' of Gajah Mada University observes that the Rembang
faction failed because they forced themselves to nominate Jalil, whereas
he did not accommodate Metareum enough. Besides which, Jalil did
not have enough access to the DPWs and the DPCs compared to
Mertareum. His lobbying and coalition were limited to within the NU,
whereas Metareum crossed the element boundaries of the PPP, Thus
Metareum was more acceptable.

Compared to Metareum, [alil's maneuvers took less account of the
superstructure’s {the authorities”) aspirations. Metareum, however, had
no doubts about leaving his senior colleagues in the MT for the sake of
his position at the top of the party as they were considered less accept-
able to the authorities.
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The failure of the Rembang faction, according to Gaffar™ will not
make all NU members leave the PPP. Those who will leave the party
are perhaps from the Rembang and the Jombang factions. Meanwhile
the Cipete faction will remain loyal to the party. He also doubts a
move by some of the NU %lamds to join the PDI, because the NU
and the PDI are culturally incompatible. Tf an wlamds joins the PDI
he will be challenged by the Christians and secularists within the party.

Gaffar also hypothesizes that the failure of the Rembang faction
will not make NU politicians leave the party, because they will some-
how choose something more pragmatic than sustaining their emeo-
tional relationships with the kyais. Becoming a politician is interesting
enough economically.

In the above explanations by Haris and Gaffar there are some in-
consistencies, perhaps because of the complexities of the PPP phe-
nomena.

On the one hand, Haris and Gaffar argue how the New Order
state was a determining factor in the election of the PPP chairman,
but on other hand they tend to blame the Rembang faction (Jalil) [or
their [ailure to understand the political aspirations of the authorities.
Besides which, Haris sees the decision to return to the 1926 khittab as
a source of the internal conflicts of the NU and this is also another
factor in their failure at the congress. However he does not see any
correlation between that decision and the political engineering of the
authorities, whereas this engineering is clear cut, as a result of the
depoliticization of masses by the holders of powers. It is no wonder
that President Suharto was the first to say “thank God for the wlamads’
commitment to keep the decision of returning to the 1926 khittabh”.

Gaffar’s analysis also seems to be incoherent when he predicts that
the politician ‘wamds will not join the PDI because they are culrur-
ally incompatible. Yet he also hypothesizes that the pragmatic inter-
ests of NU politicians are more determinant than their emotional re-
lationship with the %lamds. Therefore they will not leave the PPP
because becoming a legislator of the party is economically worthwhile.
For the sake of economic or pragmatic interests, why isit not possible
for the politician wlamds to leave the PPP and join the PDI? Gaffar is
still constricted here by the concept of aliran politics.

Explaining the PPP congress and conflicts within the party within
the conceptual framework of alivan and the elements of the PPP,
appears more clearly in Loade lda’s analysis, from the Uhlaw."* He
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argues that the fusion of the PPP is hard to achieve because of the
sharply differing elements within the party, particularly that of the
MI and the NU. These two elements are considered to have very dis-
unct ideoclogies or value orientations and, therefore, it is hard to com-
promise them. In [ndonesian political discourses, Ml is usually under-
stood as a modernist Muslim pelitical organization, and NU as tradi-
tionalist Muslim group.

Ida seems to ignore the pervasive developmental programs driven
by the authorities which cannot be avoided by any community such
as the NU. It is hard to deny that the NU community has becorne less
traditional: how unmodernist are NU men such as Wahid, Mahtudz,
Masdar Farid Masudi and particularly many of the new generation of
the NU when they work together for peace and democracy with, for
example, Catholics and Protestants through Fordem, Kampas, Interfidei
and many other organizations or forums? If the a/iran had really con-
stituted the NU they would have preferred to have worked exclu-
sively with other Muslim organizations rather then with non-Muslim
groups,

The inadequacy of the conceprual framework of afizan politics to
explain the contemporary PPP phenomena has implicitly been de-
scribed above at length. In concluding this article however, it needs
to be more stated explicitly.

In the congress there arose many factions and coalitions among the
PPP activists, not because of their ideological differences or affinities
but rather because of their temporal interests to fight for the chair-
maaship of the party. In order to achieve this targer, Merareum’s fac-
tion may have made a coalition with the Cipete NU, and Rembang
NU faction with Naro. The elements in fact did not hamper them in
making elemental cross-coalitions.

However the elemental cross-coalitions seemed to be insecure for
the target, so they not only crossed the elements but also the aliran
lines, The santris in PPP should also make coalitions with the authori-
ties which are considered culturally more Javanese (Priyay: and
abangan). These altran cross-coalitions are actually a determining
factor of whether a faction will lose or win the game. The faction
which can make a coalition with the authorities is that which is con-
sidered most acceptable to the letter. Metareum's faction seemed to be
the one because, under his chairmanship, the PPP can play its role as
a loyal client (the authorities being its good patron), not an opposi-
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L1071 party.

A devaluation of aliran politics in the PPP seems to be occurring,
The central agent of that devaluartion is clearly the New Order state
with its developmental or modernizing programs, and
developmentalism seems to have substituted the alirans.

Development that is driven by the government particularly through
educational programs and certain political policies, obviously has
pervasive consequences both socially and culturally.

The massive education program has opened vertical mobilization
including that of rural to urban, in which most of the Muslim com-
munity are within the stream of mobilization. Santri Children be-
come exposed to more cosmopolitan culture especially through their
education. They enter modern schools, built by the authorities, to-
gether with children from other alivans: Christian, abangan, priyayi
and secular modernists. They grow to be a more urban and cosmo-
politan generation, relatively free from aliran conilicts. Therefore
alirans have become a less socially significant factor than the
developmentalism. The new generation generally dces not experi-
ence open ideological or alivan conflicts along their lives in New Or-
der Indonesia. This cannot be separated [rom the intensive efforts by
the authorities to maintain national stability.

This New Order generation therefore has different political aspira-
tions from those of their parents. They are culturally more pragmatic,
rational, and so forth, and therefore they would rather define political
parties as interest groups than ideological ones. This generation 1s less
familiar with the old socio-political leadership: the kyais or “ulamids.

In the NU community, this generation manifests itself, for example,
in the FKGMNU, who condemned the &yais’ involvement in the PPP.
This generation views their maneuvers as “purely” political tactic in
the name of the NU. This layer of the NU community is growing,
and itis upon their shoulders that the furure of the NU rests. They are
less and less convinced by the wlama’s political leadership which is
therefore fading away or in crisis. The wlamds could claim to be lead-
ers of the masses, but their relationships with the masses has changed,
and the masses can no longer be mobilized for emotional proposes.
Devaluation of the %lam4’s leadership can not be avoided.

The slackening of the political role of the wlamds would have
taken a long time if it had only occurred through mass education.
Therefore the authorities should specifically engineer that devaluat-
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ing process through political policies: fusion of Islamic political par-
ties into the PPP and establishing Pancasila as the sole ideclogy of
political and social organizations. The fusion is closing the political
story of the NU and its wlamds, and establishing the Pancasila as the
sole ideology has closed the books on the NU and the PPP as one of
the alirans in the arena of New Order politics. The idea of returning
to the 1926 kbiilab is, at least indirectly, a result of that political engi-
neering.

Deideologying Islam within the NU has opened new opportuni-
ties for the NU community to join other political parties (the Golkar
and the PDI)."% Khalid Mawardi and Slamet Effendi Yusuf may join
Golkar without becoming less Islamic. KH. Choliq Murod may also
join the PDT withour any significant obstacles. Observing these phe-
nomena, it 1s no wonder that KH. Alawy Muhammad of the NU is
thinking of joining the PDL.

Devaluarion of alivan politics within the political parties is occur-
ring, and the PPP is vulnerable to that process as reflected by the
congress. Islam as alivan politics disappeared in the congress, power
per se has become determinant [actor of their coalitions and maneu-
vers in the congress, and the state has played a central role in that
aliran devaluation of the PPP.
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